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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang didasarkan pada hasil penelitian dan 

analisa data yang ada pada sub bab sebelumnya, penulis mengemukakakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap 

pemenuhan hak atas air bersih bagi masyarakat setidaknya harus 

memenuhi 3 indikator  utama yang tertuang didalam komentar umum 

nomor 15 terhadap Pasal 11 dan 12 hak ekonomi, sosial, dan budaya. 

Pertama mengenai persediaan/supply, berdasarkan hasil penelitian untuk 

persediaan yang harus dimiliki oleh setiap individu belum dapat dikatakan 

memadai, khususnya diluar air minum, seperti untuk mandi dan sanitasi 

lainnya karena yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten 

Gunungkidul secara tidak langsung baik dalam program bertahap 100-0-

100 maupun bantuan penanggulangan cepat adalah pemenuhan terhadap 

air minum layak. Kedua, mengenai kualitas air, pemerintah daerah 

Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Kesehatan dalam pengendalian 

bibit penyakit di sumber-sumber air sudah cukup optimal. Ketiga 

mengenai aksesbilitas baik fisik, ekonomi, non diskriminasi, dan informasi 
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sudah cukup terpenuhi. Pada pelaksanaannya menjadi kurang optimal 

dikarenakan beberapa hambatan-hambatan. 

2. Bahwa dalam tahap pelaksanaan pemenuhan hak atas air bersih oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami berbagai 

hambatan-hambatan seperti teknologi yang kurang memadai, anggaran 

(Budgeting) yang terbatas, sumber daya manusia baik dari masyarakat 

yang memelihara sumber air maupun jumlah pekerja pelaksana 

pendistribusian air dari pemerintah yang jumlahnya minimum sehingga 

pendistribusian air bersih menjadi tidak merata, serta akses jalan yang sulit 

dilalui. 

 

B. Saran 

 

1. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul ikut turun tangan 

hingga detil pelaksanaan pemberian bantuan air bersih dan melakukan 

pengawasan secara ketat, sehingga masyarakat yang tidak 

beruntung/termarjinalisasi dapat dijadikan prioritas utama akan 

pemenuhan hak atas air bersih. 

2. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul menjalin kerjasama 

atau kemiteraan dengan penjual air swasta baik itu perorangan, badan 

hukum , atau perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan anggaran yang 

tersedia. 

3. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul lebih 

mempersiapkan diri dalam menambah jumlah pekerja agar distribusi air 
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bersih kepada setiap daerah dapat dilakukan secara merata dan dapat 

mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan sehingga distribusi air bersih 

tersebut dapat diterima dengan cepat, merata dan menyeluruh oleh 

masyarakat yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


